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PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG FATWA PENGARAHAN LOKASI DAN PERATURAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2015

Menimbang

TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

bahwa pelayanan perizinan berfungsi sebagai

sarana pembinaan, pengawasan dan
pengendalian bagi Pemerintah kepada
masyarakat dengan tetap mengedepankan
prinsip kepastian hukum, transparansi,

akuntabilitas, efektif dan efisien;

bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan
rencana tata ruang, mencegah dampak negatif
pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan
umum dan masyarakat luas;

bahwa setiap penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan yang menimbulkan gangguan
lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi,
harus melakukan upaya pengendalian dampak
dan/atau gangguan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap
pemanfaatan ruang harus memiliki izin prinsip
sehingga Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan
Lokasi harus dicabut, wuntuk selanjutnya
pengaturan mengenai pemanfaatan ruang
disesuaikan dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah telah dicabut dengan Peraturan



Mengingat

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017,
sehingga Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan
perlu dicabut;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, pencabutan Peraturan
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004
tentang Fatwa Pengarahan Lokasi dan Peraturan
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2015
tentang Izin Gangguan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 481);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012
Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Menetapkan

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG FATWA PENGARAHAN LOKASI
DAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

(1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44 Seri
C) dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2
Tahun 2015 tentang Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 160),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2015 tentang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka ketentuan mengenai Retribusi
Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah  Kota
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 April 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd
IVAN DICKSAN HASANNUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT : 4 / 37 /2018.



